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KATA PENGANTAR
SEKRETARIS JENDERAL DPR RI

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT., yang atas perkenan-
Nya para peneliti Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) 
Setjen DPR RI dapat menyelesaikan tulisan ilmiahnya. Oleh karena itu, saya 
menyambut baik diterbitkannya buku tentang: PUTUSAN PENGADILAN 
TERKAIT SENGKETA TANAH DI INDONESIA, yang merupakan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Tim Peneliti Hukum P3DI pada Tahun 2012 terkait 
dengan putusan pengadilan terkait sengketa tanah yang dilakukan di Provinsi 
Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Buku ini berisi mengenai beberapa anasilisis terkait dengan Putusan 
pengadilan baik putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha 
Negara, Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria, Sengketa Putusan 
Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Adat 
dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. Buku ini merupakan hasil pemikiran 
ilmiah atau akademis dari beberapa aspek bidang, meliputi bidang Hukum 
Tata Negara dan Hukum Perdata. Buku ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran dalam pembentukan suatu peraturan perundang-
undangan dan juga dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 
pengembangan keahlian diri dan karir masing-masing peneliti. Di samping itu, 
buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia pada khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi 
atau pembentukan undang-undang, dan masyarakat pada umumnya untuk 
dapat memahami lebih jauh tentang Hukum Tata Negara dan Hukum Perdata 
khususnya terkait dengan putusan pengadilan terkait dengan sengketa tanah.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para peneliti P3DI 
bidang Hukum yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini 
dan mendorong agar di masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku lain.

Jakarta, 17 Oktober 2013

DR. Winantuningtyastiti S., M.Si.
NIP. 195611251982032002
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KATA PENGANTAR PENYUNTING

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa 
bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran 
rakyat. Tanah merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Oleh karena 
itu, keberadaan tanah harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi 
kemakmuran masyarakatnya.

Keberadaan tanah di Indonesia seringkali menjadi objek sengketa 
antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
keberadaan tanah tidak dapat bertambah sedangkan masyarakat terus 
bertumbuh. Hal ini kemudian yang menjadikan tanah menjadi objek sengketa. 
Sengketa tanah seringkali menimbulkan korban jiwa ataupun korban luka.

Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia harus dapat dilakukan dengan 
cermat, cepat, dan juga bijak. Penyelesaian secara terstruktur dan terencana 
dapat meredam sengketa yang berkepanjangan. Sengketa tanah merupakan 
hal yang cukup strategis dan dapat menimbulkan efek negatif terhadap 
kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Buku yang berjudul “ PUTUSAN 
PENGADILAN TERKAIT SENGKETA TANAH DI INDONESIA” ini mengupas 
mengenai sengketa tanah yang terjadi di Indonesia, dan juga mengupas 
mengenai badan-badan peradilan yang dapat menyelesaikan sengketa tanah 
di Indonesia.

Buku ini menganalisa mengenai sengketa tanah yang terjadi di Indonesia 
melalui sudut pandang hukum tata negara, di mana adanya badan-badan 
peradilan lain selain peradilan umum yang dapat menyelesaikan sengketa 
pertanahan. Selain itu juga perlunya dibentuk badan-badan peradilan lainnya 
yang khusus menyelesaikan permasalahan pertanahan di Indonesia ataupun 
permasalahan tanah-tanah adat yang ada di Indonesia.

Dari berbagai tulisan tersebut dapat dilihat bahwa Putusan Pengadilan 
dapat membawa dampak negatif dari penyelesaian sengketa tanah. 
Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi seringkali tidak dapat 
dilakukan eksekusi. Hal ini kemudian yang membuat adanya badan-badan lain 
yang melakukan penyelesaian sengketa tanah. Pembentukan badan peradilan 
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agraria di Indonesia sepertinya perlu dilakukan. Hal ini untuk menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan sengeketa tanah yang sudah berkepanjangan.
				         

Jakarta, 2013
Penyunting,

Harsanto Nursadi
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PROLOG

Buku ini secara khusus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan 
sengketa tanah pada khususnya terkait dengan pelaksanaan putusan 
pengadilan, sengketa putusan pengadilan, pembentukan peradilan agraria 
dan sengketa tanah adat di Indonesia. Sengketa tanah di Indonesia merupakan 
sengketa berkepanjangan yang dapat menyebabkan konflik baik konflik 
vertikal maupun konflik horizontal. Saat ini sengketa tanah sudah menjadi 
permasalahan bagi semua orang, baik dari pemerintah, DPR RI maupun 
pengusaha. Berbagai kajian terkait sengketa tanah tersebut ditulis dalam 
buku ini memaparkan beberapa permasalahan dan juga tawaran dalam 
bentuk pandangan dan pemikiran yang diharapkan bisa menjadi bahan 
dalam membenahi kebijakan-kebijakan termasuk revisi berbagai peraturan 
perundang-undangan terkait. 

Penulis pertama dalam buku ini Ronny Sautma Hotma Bako menulis 
tentang “Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara atas Kasus Sengketa 
Tanah di Indonesia (Studi di Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Sumatera Barat)”, 
penulis secara khusus mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan Putusan PTUN 
terkait dengan sengketa tanah di Indonesia selama ini.

Penulis Kedua Prianter Jaya Hairi menulis tentang “Urgensi Pembentukan 
Pengadilan Khusus Agraria di Indonesia”, dalam tulisannya penulis berusaha 
menggali tentang apakah urgensi dari pembentukan pengadilan khusus 
agraria di Indonesia.

Penulis Ketiga Novianto hantoro menulis tentang “Sengketa Putusan 
Pengadilan Negeri dengan Putusan PTUN terhadap Kasus Tanah di Indonesia”, 
dalam tulisannya beliau membahas mengenai bagaimana penyelesaian 
sengketa putusan PTUN dengan Pengadilan Negeri terhadap kasus tanah 
yang terjadi di Indonesia.

Penulis Keempat Denico Doly menulis tentang “Hukum Adat dalam 
Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, dalam tulisan ini beliau mengungkapkan 
mengenai apakah peranan hukum adat dalam penyelesaian sengketa 
pertanahan di Indonesia, beliau juga menjabarkan mengenai proses-proses 
penyelesaian sengketa tanah, khususnya yang berkaitan dengan tanah adat.






